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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 2€ /Kpts/BPT-P3/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGCUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN

Menimbang

Mengingat

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN ANGGARAN 2020
BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan
berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Nomor 900.3/002/DKPS-PS/1-2020
tanggal 02 Januari 2020 tentang Usulan Pengguna
Anggaran/Pengguna  Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran dan Bendahara, perlu  ditunjuk dan
ditetapkan Pengguna Anggaran [Pengguna Barang,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran
2020,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengguna
Anggaran/Pengguna  Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Dacrah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956
Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun
1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 rentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

lindang-Uindang Nomer 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbengan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Necgara Republik Indonesia Nomor 4438,

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja [nstansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pemrbinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republdik lndunssia Nemor €322); &\‘L‘
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kal diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai
mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hulkum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6
Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2020,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan
Struktura! Pada Dinas Kependudukan dan Pencalatan
Sipil ;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2020;

MEMUTUSKAN :

Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran
2020, scbagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupat ini. g 4K



KEDUA

KETICA

KEEMPAT

Apabila Pengguna Anggaran/Baranz scbagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka
vang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat tertentu
untuk menandatangani Sural Perintah Membayar.

Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Painan
Pada ranggal of Januari 2020

BUPATI PESJSIR SELATAN,




LAMPRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR agn/ S8 fKpa/HET-FS/ 2020
TANGGAL ! Jinua 2010
TENTANG PENETAPAN FENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUYA ANGGARAN, HENDAHARA PENCGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBARTL
FALA DINAS KEPENDUDUERAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANCUGARKAN PLTELE
JARATAN JARATAN DALAM L ; R
N MAMA/RIP FENGELOLAAN KEUANGAD KEGIATAN YAND DIKELOLA
1 2 L) ]
I JEVAFAUZA YULINSMAN, 55 .S Kepaln Thnas Penggina Anggaran / Penggune |Pragram Pelavanan Administrasi Perlont oman
NIF. 19670712 199202 1 001 Barang I. Penyedinan Al Tuhs Kantor
2. Hepal-Ropin Keordinas) Dan Homotoe Keluar Daernh
3. Rapal-Rapot Koordinast Dan Kansultast Dalion Daeesal
4, Penyedinan Makanan dan Minuman
Progrem Peninglatan Sarani UER Prasaraan AJaramur
| Pemeliharnsn RutingBeckala Kendaraan Dinas/Cperasional
Progrmm Penataan Administrnst Kependudiakan
1, Pengemhangan Sistem Administras Kependudukan (S8AK) Terpadu (DAK Non Fisik)
Program Jerencansan Pembangunan Daemb
i, Penyusunnn Perrnesasan Dl Pelaparan Capaisn Kinecia
2 1B siswAal, SE. MM Pih. Sekreuars) Kepala Jlﬁul-u Proogguie Anggaran Program Pelaymnan Adminisics sl Parlantiooan
MIP  19GADIDG 195403 1 DE Bidang Pelayanan 1. Penvedioon Jass Komuniinsi, Sumber Daya Dan Listrik
Pendaftaran Produduk 3 Penvediaan Jass Adminisitasi Keuangan
3, Pooyedinnn Jass Kebersibun Koanlto
4. Penyethiaan Jass Perbaikan Pecalatan Kego
&, fynyedinnn Boaring Ceinboan [an Pen penrd anm
6. Penyedinin Komponen Instalagi Listrilk) Penecangan Bangunnn Kaviar
T, Penyelliasn Banan Bacann an Pooat v Proosd ang: undoaogan
Progrun Peningkatan Sarana Dan Frasarans Aparmr
i . Penpadann Perlenghapan Gedung Kantar
2. Pemclibarsan Ratin/Berknln Gedung Kantar
Program Penninan Admiasirasi Kependudulan
1. Monitering, Evatuns e Pelgzoran
2. Peayedinan Informas Yang Dapat [Hakses M asyarakil
3. Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Satker
[Progrim Peantaan Administrasi Kependudukan
L. Persrglentan Kapaeims Aparm Kependudukon D Catatan Sipl
2. Prlayanan Penerbitan Kartu keluarga
4. Penecbitan NIK Nasional Don Peacrspan o KTF [KTP Blekronik)
. Penerbitan KIA [Kariu fdmtites Anak)
5. Pelaksanaan Pelavanan Unlt Pendafiaran Pendudulk dan Pencatatan Sipl (UP3SK)
4 |TASRIAL, SH Kepali Bulang Peloyanamn WKunss Pengiann Anggaan Prograom Penalsan Adminisiras Kependudu ke

W 163 1019 | E00 100

PFencatmian Sipidl

1. Peninglaran Peayanan Permialan Kelidhiran

2. Peningkatun Prlayainn Peocatatan hemutinn

4. Pengololnnn Arsip Kepeodudubuen Berbosds Digitel
4. Fendataan dan Pelaperas Peckowinen Ceval
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SARTONI NURSALIM S.Kam
NIE, 1976051 92000604 1003

WIWIT TUTI HALIMAH
HIP 19ARS 1223 101001 3 026

DEW] SLISANTI
NIP. 198 10008 200701 2 04

Kabid Pengelalaan
Informas dan
Pemanfeatan Deta

Stal

Stad

Kuasa Penpaunn Anggaran

Bervdnhara Pengeiusnn

Fagndd siluarm Pen pelunrsn
Pembantu [Gaji)

Program Feonatann Administrast Kependudukan

1, Pembaegunan Dan Pengoperasion SAK Seonrn Torpsdii

1. Implements Sisten Administrasi Kepend pduban (Membangun, Updaling don Pemelibarsan)
1. Pembangunien Dan Pengelblaan Dolo Wirehoise




	001.pdf (p.1)
	002.pdf (p.2)
	003.pdf (p.3)
	004.pdf (p.4)
	005.pdf (p.5)
	006.pdf (p.6)

